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M Ikhsan Shiddieqy

Langkah diplomasi butuh
waktu lama.

JAKARTA — Pidato Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono menyikapi mema  -
nasnya hubungan Indonesia-Malaysia
dinilai  mengecewakan. Presiden dinilai
terlalu bergantung pada soal ekonomi
dengan Malaysia dan mementingkan
citra. “Pidatonya jauh sekali dari ha -
rapan. Ini mengecewakan,” kata pakar
hukum internasional UI, Hikmahanto
Juwana, Rabu (1/9) malam. 

Menurut Hikmahanto, pidato yang
ditunggu-tunggu masyarakat ini tidak
dimanfaatkan dengan baik oleh Presi -
den. “Harusnya Presiden bisa lebih
tegas, lugas, dan jelas. Tapi, pidato ini
mengambang,” katanya.

Hikmahanto juga menyayangkan
Presiden membuka pidatonya dengan
menyinggung ekonomi seperti ada dua
juta tenaga kerja Indonesia (TKI) yang
bekerja di Malaysia dan banyaknya
investasi Malaysia di Indonesia. “Kalau
sudah masalah seperti ini, pertimbang -
an ekonomi itu nomor dua.”

Presiden berpidato di Markas Besar
TNI Cilangkap, Rabu (1/9) malam. Da -
lam pidato sekitar 30 menit itu, Presiden
menggunakan kata ‘ketegangan’ dua
kali, kata ‘kedaulatan’ empat kali, dan
kata ‘perundingan’ sebanyak enam kali.

Presiden membuka pidatonya dengan
menyatakan hubungan sejarah, budaya,
dan kekerabatan antara Indonesia-Ma -
laysia sangat erat. Indonesia dan Malay -
sia juga sebagai pilar utama di ASEAN. 

Kemudian, Presiden menyinggung
soal ekonomi kedua negara. “Hubungan
ekonomi Indonesia-Malaysia sungguh
kuat,” katanya. Ada dua juta TKI beker -
ja di Malaysia. Investasi Malaysia selama
lima tahun terakhir mencapai 1,2 miliar
dolar AS dan investasi Indonesia ke
Malaysia 534 juta dolar AS. Secara total
jumlah perdagangan kedua negara men-
capai 11,4 miliar dolar AS pada 2009.

Presiden mengatakan, ia menguta-
ma kan langkah-langkah diplomasi un -
tuk menyelesaikan masalah perbatasan.
“Segera tuntaskan perundingan batas
wilayah di antara Malaysia dan Indo -
nesia dengan semangat untuk tetap
memelihara hubungan baik,” katanya.

Presiden menambahkan, Indonesia

harus senantiasa menjaga citra dan jati
diri sebagai bangsa yang bermartabat
dalam menjalin hubungan internasio -
nal. Ia juga mengimbau berbagai elemen
untuk menjauhi aksi kekerasan dan
destruktif menyikapi masalah ini. 

“Cara kita menangani hubungan
Indonesia-Malaysia akan disimak dan
diikuti oleh negara-negara sahabat di
kawasan Asia, bahkan oleh dunia inter-
nasional,” katanya.

Panglima TNI Jenderal Djoko Santo -
so mengakui perundingan perbatasan
akan mencegah masalah-masalah lain
yang timbul. “Diselesaikan secara diplo-
masi. Sudah jelas kan. Bagaimana kita
berupaya untuk segera menyelesaikan
tapal batas. Dengan selesainya per-
batasan itu, masalah lain akan tercegah
untuk timbul,” kata Djoko.

Terkait perundingan wilayah, Hikma -
hanto mengatakan tidak akan bisa
tuntas dalam waktu dekat. “Perun ding -
an wilayah itu lama selesainya. Bisa
lebih dari satu tahun.” 

Ia mengusulkan sebaiknya pertemuan
tersebut digunakan untuk mengklari-
fikasi dua hal penting. Pertama adalah
penentuan di mana terjadinya penang -
kapan nelayan Malaysia oleh petugas
KKP; di wilayah laut Indonesia, di
wilayah laut Malaysia, atau di wilayah

laut yang dipersengketakan. Kedua, apa
yang menjadi alasan otoritas Malaysia
untuk memperlakukan tiga petugas
Kementerian Ke lautan dan Perikanan
Indonesia seperti pelaku kejahatan.

Menurut Hikmahanto, pemerintah
harusnya bisa menekan Malaysia soal
investigasi perlakuan petugas KKP .
“Kita bisa ikut penyelidikan ke sana.”

Pakar kelautan IPB Arif Satria me  -
nga   takan, pidato SBY menggambarkan
kurangnya sensitivitas Presiden ter-
hadap superioritas Malaysia. Apalagi
Presiden baru menanggapi masalah
setelah dua pekan peristiwa dan tidak
mendesak Malaysia untuk meminta
maaf terkait perlakuannya ke petugas
KKP. ■ ed: stevy maradona 
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Ramadhan dan
Pelestarian
Lingkungan

Oleh Ahmad Fakhruddin

hikmah Tidak terasa kita sudah
berada di sepuluh hari
terakhir bulan

Ramadan. Kaum Muslimin
berlomba meningkatkan
kuantitas dan kualitas
ibadahnya di bulan yang
bertabur pahala ini.
Namun, yang terpenting
adalah meraih gelar ketak-
waan. (QS Al-Baqarah [2]:
183).

Takwa berarti men-
jalankan se gala perintah
Allah dan menjauhi serta
meninggalkan se mua yang
dilarang-Nya. Perin tah dan
larangan tidak hanya meng -

atur hubungan antarse sa -
ma manusia, tetapi juga hu -
bungan manusia dengan
ling kungan di sekitarnya.

Kerusakan lingkungan,
baik di darat dan di laut,
semuanya disebabkan oleh
tangan-ta ngan manusia.
Mereka tidak mam  pu me  -
ngelola alam dan lingkungan
yang telah diama nah kan.
“Janganlah kamu mem buat
kerusakan di muka bumi.”
(QS Al-Baqarah [2]: 11).

“Dan janganlah kamu
membuat kerusakan di
muka bumi, sesudah (Allah)
memperbaiki nya dan

berdoalah kepada-Nya de -
ngan rasa takut (tidak akan
diterima) dan harapan
(akan dikabulkan).
Sesungguhnya rahmat Allah
amat dekat kepada orang-
orang yang berbuat baik.”
(Al-A’raf [7]: 56).

Jelas bahwa pelestarian
lingkungan merupakan
amal kebaikan yang akan
mendatangkan pahala dan
keridhaan Allah SWT.

Memelihara dan meles-
tarikan lingkungan merupa-
kan salah satu bentuk
ketakwaan dalam menjalan-
kan amanah dan perintah

Allah. Umat manusia dipe-
rintahkan oleh Allah untuk
menjaga kebersihan ling-
kungan agar memberikan
manfaat dan keberkahan
bagi mereka.

“Jikalau sekiranya pen-
duduk negeri-negeri beri-
man dan bertakwa, pastilah
Kami akan melimpahkan
kepada mereka berkah dari
langit dan bumi, tetapi
mereka mendustakan (ayat-
ayat Kami) itu, maka Kami
siksa mereka disebabkan
perbuatannya.” (QS Al-A’raf
[7]: 96).

Oleh karena itu, keber -

kahan-keberkahan dari la  -
ngit dan bumi tersebut,
yang berupa hujan dapat
menyuburkan tanaman dan
aneka barang tambang,
yang dapat dipergunakan
untuk meningkatkan kese-
jahteraan umat manusia.

Hanya manusia yang
beriman dan bertakwa
kepada Allah yang dapat
memanfaatkan kesempatan
menjalankan tugas khalifah
tersebut, yaitu berupaya
menjaga kelestarian alam
dan menjamin terwujudnya
Islam yang rahmatan lil’ala-
min. Wallahu a’lam. ■

Ramadhan, Bulan Penuh Berkah

rehat
SBY: Diplomasi RI ditiru dunia
Ditertawakan Malaysia

AS biarkan rencana bakar Alquran
Ini yang namanya teroris asli

“Tidak henti-hentinya seseorang di
antara kamu meminta-minta, sehingga ia
menghadap Allah dalam keadaan tidak
ada sekerat daging pun di wajahnya.”

(HR Bukhari dan Muslim)

Mutiara
Ramadhan

Soal Malaysia, Pemerintah Kurang Tegas 
Politik Hlm 3

Internasional Hlm 10

KPK Kejar Tiga Tersangka Baru

Mengecewakan
Akhir tanpa Klaim
Kemenangan

Indah Wulandari

JAKARTA—Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan 26
nama tersangka baru kasus dugaan tindak
pidana korupsi penerima traveller’s
cheque (TC) oleh mantan anggota DPR
periode 1999-2004. Ada 14 nama tersang-
ka yang berasal dari Fraksi PDI Per -
juangan, 10 nama dari Fraksi Golkar, dan
dua orang dari Fraksi PPP.

“Dalam pengembangan penyidikan,
KPK menetapkan 26 tersangka baru
dugaan penerimaaan TC oleh mantan
anggota DPR,” papar Wakil Ketua KPK
Bidang Penindakan Bibit Samad Rianto,
Rabu (1/9). Bibit juga menjelaskan, metode
penetapan tersangka TC kali ini berbeda

dengan kasus lainnya. Kalau dulu, dilihat
dari aktor penggeraknya dan orang yang
masih aktif. “Sekarang kita hajar semua!”
tegas Bibit.

Tak cukup menetapkan 26 tersangka
baru, KPK juga akan mengembangkan
tiga nama tersangka lagi dari hasil penyi -
dikan puluhan tersangka ini. Termasuk,
kepada Nunun Nurbaeti yang diduga
sebagai perantara pemberian TC yang
mendadak diklaim oleh keluarganya sakit
ingatan dan kini dirawat di Singapura.
“Second opinion untuk Nunun Nurbaeti
sedang didalami terkait pengumpulan
bukti dari ketiga orang sebagai peneri-
ma,” kata Bibit.

Bersambung ke hlm 11 kol 1-3

Fraksi PDIP

1. Agus Condro Prayitno (ACP) Rp 500 juta
2. Max Moein (MM) Rp 500 juta
3. Rusman Lumbantoruan (RL) Rp 500 juta
4. Poltak Sitorus (PS) Rp 500 juta
5. Williem Tutuarima (WMT) Rp 500 juta
6. Panda Nababan (PN) Rp 1,45 miliar
7. Engelina Pattiasina (EP) Rp 500 juta
8. Muhammad Iqbal (MI) Rp 500 juta
9. Budiningsih (B) Rp 500 juta
10. Jeffrey Tongas Lumban (JT) Rp 500 juta
11. Ni Luh Mariani Tirtasari (NLM) Rp 500 juta
12. Sutanto Pranoto (SP) Rp 600 juta
13. Soewarno (S) Rp 500 juta
14. Matheos Pormes (MP) Rp 350 juta
Total Rp 7,90 M

TERSANGKA BARU PENERIMA TRAVELLER’S CHEQUE
Fraksi Golkar

1. Ahmad Hafiz Zawawi (AHZ) Rp 600 juta
2. Marthin Bria Seran (MBS) Rp 250 juta
3. Paskah Suzetta (PSz) Rp 600 juta
4. Boby Suhardiman (BS) Rp 500 juta
5. Antony Zeidra Abidin (AZA) Rp 600 juta
6. TM Nurlif (MN) Rp 550 juta
7. Asep Ruchimat Sudjana (ARS) Rp 150 juta
8. Reza Kamarullah (RK) Rp 500 juta 
9. Baharuddin Aritonang (BA) Rp 350 juta
10. Hengky Baramuli (HB) Rp 500 juta
Total Rp 4,60 M

Fraksi PPP

1. Sofyan Usman (SU) Rp 250 juta
2. Daniel Tandjung (DT) Rp 500 juta 
Total Rp 750 juta
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PERDAGANGAN
INDONESIA-MALAYSIA
(dalam miliar dolar AS)

PRESIDEN INDONESIA
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

23 AGUSTUS
"Jadi ini bagian proses diplomasi as peaceful 

as possible. Kecuali bila masalahnya itu benar-benar
menginjak kedaulatan kita."

18 AGUSTUS
"Kita ingin kedaulatan kita tegak untuk wilayah kita,

dari Sabang sampai Merauke. Dari pulau Miangas
sampai Pulau Rote. Kalau ada negara yang ganggu

kedaulatan, harus kita usir."

PERDANA MENTERI MALAYSIA
NAJIB TUN RAZAK

1 SEPTEMBER 2010
"Kami akan mengeluarkan imbauan larangan
berkunjung ke Indonesia bila kami menerima 

informasi ada bahaya atau sesuatu yang sangat
serius akan terjadi (di Indonesia).'"

"Masalah akan terus muncul, tapi Indonesia-
Malaysia harus bekerjasama menyelesaikannya dan
memastikan tidak ada pihak lain yang terlibat yang

bisa memperburuk situasi.'"

29 AGUSTUS 2010
"Saya harap aparat di Indonesia melarang aksi 

unjuk rasa bayaran.'"

"Indonesia menyadari ada dua juta TKI di Malaysia
dan investasi Malaysia di Indonesia sangat besar."

MENJAGA HUBUNGAN BAIK 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan penjelasan kepada rakyat Indonesia
mengenai hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta
Timur, Rabu (1/9) malam. 

WIDODO S JUSUF/ANTARA

Sumber: KPK

Sumber: KBRI
Kuala Lumpur
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KPK Ajukan Banding
Vonis Anggodo

JAKARTA –– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
bakal mengajukan banding terkait vonis Anggodo
Widjojo. Pasalnya, hakim Pengadilan Tipikor dinilai
meloloskan dakwaan merintangi penyidikan kasus
dugaan tindak pidana korupsi.

“Kita akan ajukan banding, terutama pelanggaran
Pasal 21 UU Tipikor,” kata Direktur Penuntutan KPK,
Ferry Wibisono, di Jakarta, Rabu (1/9). Saat ini,
KPK memanfaatkan waktu tujuh hari mendatang

untuk menyiapkan banding.
KPK merasa perlu mengajukan banding karena

perbedaan pendapat antara jaksa penuntut umum
dan hakim. Hakim Tipikor, imbuh Ferry, menilai
pebuatan Anggodo melaporkan pengajuan
perlindung an saksi ke Lembaga Perlindungan Saksi
dan Korban (LPSK) dan Mabes Polri sebagai sesu-
atu yang wajar di mata hukum. Sedangkan, JPU itu
menilai di balik pengajuan itu, ada tujuan atau mak-
sud melawan hukum. 

“Hakim menilai perbuatannya sah walau jaksa
melihat ada background mind melawan hukum yang
direalisasikan menjadi perbuatan ilegal,” tegas
Ferry. � indah wulandari

Pembubaran Ormas tak
Dilakukan Secara Gegabah

JAKARTA –– Kementerian Dalam Negeri tidak
akan gegabah dalam membubarkan organisasi
massa tertentu, namun berdasarkan aturan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1985 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986.

“Pembubaran ormas itu tidak bisa langsung.
Sampai saat ini yang kita pegang adalah UU
8/1985 dan PP 18/1986,” kata Kepala Pusat
Penerangan Kemendagri, Saut Situmorang, di

Jakarta, Rabu (1/9) seperti dikutip Antara.
Menurut Saut, ormas dapat dikatakan melanggar

peraturan apabila kegiatannya mengganggu keaman -
an dan ketertiban umum, seperti menerima bantuan
asing tanpa persetujuan pemerintah dan memberi
bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepen -
tingan bangsa dan negara.

Kegiatan yang mengganggu keamanan dan keter -
tiban umum, sesuai PP 18/1986 yakni menyebar -
luaskan permusuhan antarsuku, agama, ras, dan
antar golongan, memecah belah persatuan dan
kesatuan bangsa, merongrong kewibawaan
dan/atau mendiskreditkan pemerintah, menghambat
pembangunan. � ed: muhammad subarkah

A Salaby Ichsan

JAKARTA — Kapolri
Jen deral Pol Bambang Hen -
darso Danuri akan meng -
ajukan dua hingga tiga na-
ma kandidat calon kapolri
kepada Presiden Susilo
Bam bang Yudhoyono. Kadiv
Humas Polri, Brigjen Pol Is -
kandar Hasan, mengatakan,
pengajuan nama tersebut
akan dilakukan dalam satu
bulan ke depan. “Dalam
waktu dekat satu bulan ini,”
ujar Iskandar kepada di
Mabes Polri, Rabu (1/9). 

Iskandar meng ung kap -
kan, pengajuan nama terse -
but dalam rangka peng gan -
tian kapolri karena masa ja -
ba tan Hendarso Danuri
akan ber akhir pada 10
Oktober 2010.

Namun, Iskandar enggan
memberikan siapa nama
kan didat yang akan di -
ajukan oleh kapolri terse -
but. Dia hanya memberi pe -
tunjuk bahwa perwira tinggi
yang diajukan mem punyai
pangkat bintang dua sampai
bintang tiga.  Menurutnya,
perwira ting  gi bintang dua
memang ma sih mempunyai

kans un tuk menjadi kapolri.
Jika hal tersebut terjadi,
ujarnya, per wira tersebut
akan di naik kan bintangnya
dalam waktu dekat.

Iskandar mengatakan,
kandidat tersebut lahir sete -
lah adanya uji kompetensi
kandidat oleh tim internal
Polri. Setiap kandidat, ung -
kapnya, telah menjalani tes
kejiwaaan dan tes fisik dari
tim. Selain itu, tim juga te -
lah melakukan verifikasi
ter hadap latar belakang ke -
hidupan sehari-hari, ten -
tang keluarga, serta sosio -
metri atau penilaian rekan-
rekan kerja terhada yang
bersangkutan. “Dari proses
itu semua, Wanjakti (Dewan
Kebijakan Tertinggi) meng -
ambil keputusan, si A, si B,
dan C,” jelasnya.

Penasihat ahli Kapolri,
Kastorius Si na ga, menga ta -
kan, tiga di an tara nama ter -
se but ada lah perwira tinggi
berbin tang dua. “Ada Pak
Oe gro, Imam, dan Timur,”
ujar Kas torius, Rabu (1/9). 

Irjen Pol Oegroseno me -
ru pakan kapolda Su matra
Utara yang sebelum nya
men jabat sebagai ke pala

Divisi Profesi dan Penga -
manan Mabes Polri. Semen -
tara Irjen Pol Timur Pra -
dopo saat ini masih men ja -
bat kapolda Metro Jaya
yang sebelumnya menjabat
kapolda Jawa Barat.

Irjen Pol Imam Sudjarwo
saat ini menjabat ke pala
Lem baga Diklat Polri se -
telah sebelumnya sempat
men jabat sebagai kepala
Korps Brimob. Sementara
itu, dua perwira tinggi ber -
bintang tiga yang diajukan
kapolri, ujar Kastorius, ada -
lah Inspektur Pengawasan
Umum Komjen Pol Nanan
Soekarna dan Kabareskrim
Komjen Pol Ito Sumardi.

Kastorius mengatakan,
ketiga perwira tinggi ber -
bin tang dua tersebut bisa
di  naik bintangkan dalam
wak tu dekat. 

Menurut Kastorius, ter -
dapat lima kriteria untuk ka -
polri yang akan datang. Lima
kriteria itu adalah pres tasi,
integritas, kemam puan ka -
pa sitas, rekam jejak, dan ke -
sesuaian yang ber sangkutan
untuk menye le sai kan tan -
tangan Polri ke de pan. 

� ed: muhammad subarkah

Kandidat Calon Kapolri
Siap Diajukan

DITUNTUT 2 TAHUN
Terdakwa kasus penyuapan terhadap penyidik Mabes Polri, Alif Kuncoro, mengikuti sidang pem-
bacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (1/9). Alif Kuncoro dituntut Jaksa
Penuntut Umum hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan serta denda Rp 100 juta subsider 6
bulan penjara.

Fitriyan Zamzami

Jaksa meringankan
tuntutan karena
pelaku penyuapan
akui perbuatannya.

JAKARTA — Terdakwa
pelaku penyuapan, Alif
Kun coro, dituntut jaksa pe -
nuntut umum (JPU) dengan
hukuman penjara dua tahun
enam bulan. Menurut jaksa,
Alif tak dituntut dengan an -
caman maksimal karena
meng akui perbuatannya
me lakukan pidana mem be -
rikan dan menjanjikan ha -
diah pada aparat penegak
hukum.

“Meminta majelis hakim
menyatakan hukuman pi -
dana terhadap terdakwa be -
rupa penjara pidana selama
dua tahun enam bulan di -
kurangi masa tahanan dan

denda 100 juta subsider 6 bu -
lan,” kata JPU, Teguh War -
doyo, di Pengadilan Ne geri
Jakarta Selatan, Rabu (1/9).

Menurut JPU, Alif Kun -
coro terbukti memberikan
hadiah berupa satu unit se -
peda motor Harley David -
son senilai Rp 410 juta dan
biaya bahan bakar senilai
Rp 43 juta kepada penyidik
polisi Kompol Arafat Ena -
nie, pada bulan puasa 2009.
Pemberian sepeda motor
ter sebut, menurut JPU, ber -
kaitan dengan permintaan
Alif supaya penetapan ter -
sangka atas adiknya, Imam
Cahyo Maliki, dicabut.
Imam ditetapkan sebagai
ter sangka setelah polisi me -
lacak sejumlah uang yang ia
transfer ke rekening ter -
sangka pidana pajak, Gayus
Tambunan.

Di antara yang meringan -
kan tuntutan terhadap Alif
uta manya adalah ia meng -
akui perbuatan pidananya.
Selain itu, ia juga berlaku

so pan selama persidangan,
menjadi tulang punggung
keluarga, dan belum pernah
melakukan tindak pidana
lainnya. Sedangkan yang
memberatkan tuntutan ada -
lah karena Alif tak men du -
kung program pemerintah
untuk mewujudkan institusi
penegak hukum yang bebas
korupsi.

Namun, kuasa hukum
Alif merasa keberatan de -
ngan tuntutan jaksa. Mereka
menilai tuntutan tersebut
terlalu berat. “Karena Alif
sudah mengakui perbuatan,
yang wajar hukumannya
penjara satu tahun,” kata M
Yasin, kuasa hukum Alif.  

Pengakuan Roberto
Sementara pada kesem -

patan terpisah, konsultan
Pajak Roberto Santonius
mengaku belum pernah me -
nerima surat penghentian
penyidikan atas penetapan
tersangka atas dirinya da -
lam perkara dugaan peng -

gelapan pajak. Hal ini dia
katakan ketika memberikan
kesaksian untuk terdakwa
penerima suap, penyidik
Pol ri Kompol Arafat Enanie,
di Pengadilan Negeri Ja -
karta Selatan, kemarin.

“Tidak ada, saya belum
per nah (menerima surat
penghentian penyidikan),”
kata Roberto menanggapi
pertanyaan jaksa penuntut
umum.

Roberto sebelum nya dija -
dikan ter sangka dalam ka -
sus peng  ge lapan pajak oleh
Ga yus Tam bunan. Roberto
ter lacak per nah mentrasfer
uang se jum lah Rp 925 juta
yang ke mu dian ia akui se -
bagai utang.

Dalam persidangan kali
ini, Roberto kembali dicecar
oleh majelis hakim dan jak -
sa berkenaan dengan per -
nyataan bahwa dia tak per -
nah memberikan suap ke
pe nyidik untuk mencabut
sta tus tersangka.

� ed: muhammad subarkah

Terdakwa Penyuapan
tak Dituntut Maksimal

KETERANGAN SAKSI
Terdakwa kasus mafia pajak, Kompol Muhamad Arafat Enanie, menyimak keterangan saksi saat
mengikuti sidang lanjutan atas kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (1/9). Dalam
sidang itu dihadirkan saksi diantaranya konsultan pajak Roberto Antonio.
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